
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 
 

  

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

 NOMOR  45  TAHUN 2005 

TENTANG 

PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGAWASAN, DAN  

PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang 

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, 
maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan 
Usaha Milik Negara;   

 
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

   2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3587); 

  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4297); 

 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN, 
PENGURUSAN, PENGAWASAN, DAN PEMBUBARAN BADAN 
USAHA MILIK NEGARA. 

 
BAB  I  . . . 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:  
1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut 

BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan 
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 
dipisahkan. 

2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, 
adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang 
modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling 
sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki 
oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya 
mengejar keuntungan. 

3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut 
Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah 
pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau 
Persero yang melakukan penawaran umum sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar 
modal. 

4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, 
adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan 
tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk 
kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau 
jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar 
keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan 
perusahaan. 

5. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi 
kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku rapat umum 
pemegang saham dalam hal seluruh modal Persero 
dimiliki negara dan sebagai pemegang saham pada 
Persero dalam hal sebagian modal Persero dimiliki oleh 
negara, serta sebagai pemilik modal pada Perum dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan.  

 
 

6. Menteri . . . 
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6. Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai 
kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN 
melakukan kegiatan usaha. 

7. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas 
kepengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan 
BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di 
luar pengadilan.  

8. Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan 
pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi 
dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero. 

9. Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas 
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada 
Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan 
Perum. 

10. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut 
RUPS, adalah organ Persero yang memegang kekuasaan 
tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang 
yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. 

11. Pendirian adalah pembentukan Perum atau Persero yang 
ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 

12. Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi 
dalam upaya mencapai maksud dan tujuan perusahaan.  

13. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
Komisaris dan Dewan Pengawas untuk menilai BUMN 
dengan cara membandingkan antara keadaan yang 
sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, 
baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang 
teknis operasional. 

14. Pembubaran adalah pengakhiran Persero atau Perum 
yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 

 
 

Pasal 2 
 

Pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran Persero 
dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perseroan terbatas. 

 
 

Pasal  3 . . . 
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Pasal 3 
 

(1) Organ Persero adalah RUPS, Direksi dan Komisaris. 
(2) Organ Perum adalah Menteri, Direksi dan Dewan 

Pengawas. 
 
 
 

BAB II 
PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR  

Bagian Pertama 
Pendirian 

 
Pasal 4 

 
(1) Pendirian BUMN meliputi: 

a. pembentukan Perum atau Persero baru; 
b. perubahan bentuk unit instansi pemerintah menjadi 

BUMN; 
c. perubahan bentuk badan hukum BUMN; atau 
d. pembentukan BUMN sebagai akibat dari peleburan 

Persero dan Perum. 
 (2) Pendirian Persero dilakukan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang perseroan 
terbatas. 

 
 

Pasal 5 
 
(1) Pendirian BUMN ditetapkan dengan peraturan 

pemerintah. 
(2) Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), sekurang-kurangnya memuat: 
a. penetapan pendirian BUMN; 
b. maksud dan tujuan pendirian BUMN; dan 
c. penetapan besarnya penyertaan kekayaan negara yang 

dipisahkan dalam rangka pendirian BUMN. 
 

(3) Dalam . . . 
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(3) Dalam hal pendirian BUMN dilakukan dengan 
mengalihkan unit instansi pemerintah menjadi BUMN, 
maka dalam peraturan pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dimuat ketentuan bahwa seluruh 
atau sebagian kekayaan, hak dan kewajiban unit instansi 
pemerintah tersebut beralih menjadi kekayaan, hak dan 
kewajiban BUMN yang didirikan. 

(4) Khusus untuk pendirian Perum, peraturan pemerintah 
memuat pula anggaran dasar Perum bersangkutan dan 
penunjukan Menteri selaku wakil pemerintah sebagai 
pemilik modal. 

 
Pasal 6 

BUMN mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara 
Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. 

 
Pasal 7 

BUMN didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam 
anggaran dasar.  

 
Pasal 8 

Pendirian BUMN dilakukan dengan memperhatikan ketentuan 
mengenai tata cara penyertaan modal dalam rangka pendirian 
BUMN.  

 
 

Bagian Kedua 
Anggaran Dasar 

 
Pasal 9 

(1) Anggaran dasar Persero memuat sekurang-kurangnya 
hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. 

 
 
 

(2) Anggaran . . . 


